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PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 11/ 27 /PBI/2009  
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006  

TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
PASCA BENCANA ALAM  

DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya 
di Propinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya pulih 
sejak terjadinya gempa tanggal 27 Mei 2006; 

b. bahwa kondisi perbankan saat ini sedang dalam proses 
pemulihan terkait dampak krisis ekonomi global;  

c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kinerja 
perbankan dan kondisi perekonomian di daerah tersebut 
adalah dengan memberikan perlakuan khusus dalam 
penetapan kualitas terhadap kredit bank dengan jumlah 
tertentu dan kredit yang direstrukturisasi. 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu            
untuk mengubah beberapa ketentuan dalam PBI                      
No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap 
Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi 
Jawa Tengah; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4867); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 
8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS 
TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN 
DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 
tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626) diubah dan 
menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(1) Kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak 
restrukturisasi sampai dengan akhir Desember 2010.  

(2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank 
Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 
yang berlaku. 

(3) Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap 
kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya 
ketentuan ini. 

(4) Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 
secara bertahap sebagai berikut: 

a. paling kurang sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kredit yang 
belum tertagih, pada akhir Desember 2009;  

b. paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit 
yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010; dan 

c. paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kredit yang 
belum tertagih, pada akhir Desember 2010. 

Pasal II 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 1 Juli 2009 
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 
MIRANDA S. GOELTOM 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 1 Juli 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

 
ANDI MATTALATTA 
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